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P U T U S A N 

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA RENGAT 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang 

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Cerai Talak antara: 

xxx, NIK 1402010911930002, tempat dan tanggal lahir Sei Gunung Hilir, 

09 November 1993 (umur 30 tahun), 09 November 1993, 

agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, 

PROVINSI RIAU, nomor telepon 082261542972. Dalam hal 

ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email 

ajantan732@gmail.com,  sebagai Pemohon; 

Lawan 

xxx, NIK 1402016203980001, tempat dan tanggal lahir Kampung Besar 

Seberang, 22 Maret 1998 (umur 25 tahun), 22 Maret 1998, 

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan 

SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, 

PROVINSI RIAU, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui Sistem 

Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 

98/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

Surat Permohonan  
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 

13 September 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 H., 

yang dicatat oleh KUA Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sesuai 

Dupkikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  0255/017/IX/2019 tertanggal 13 

September 219 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai; 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di 

rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sri Paduta, 

xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx hingga berpisah; 

3.  Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, 

sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup); 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah 

berhubungan badan (ba’da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan 

suami isteri, namun belum dikaruni anak; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2020 

Termohon pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon;  

6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

a.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya; 

c.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 

e.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 
 

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik 

diputus karena perceraian; 
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

 

 

8. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan gaji 

dan penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000/bulan; 

9.  Bahwa Pemohon merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu 

berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 

04/PEM-SGH/SKTM/I/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai 

Guntung Hilir, dan diketahui oleh Camat Rengat, tertanggal 10 Januari 

2024. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primer: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (Elvira Sandra binti Hartono) di depan 

sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum 

tetap; 

3.  Membebaskan Tergugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebankan 

seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2024. 

Subsider: 

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, 

mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

   Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang 

Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, nomor 

251/KPA.W4-A2/HK2.6/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, yang mana 

merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis 

Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau 

cuma-cuma 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap 

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

menurut relaas Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Rgt yang dibacakan di dalam sidang, 
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sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Pembuktian 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402010911930002 atas 

nama Irgo Maulana, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxx, tanggal 02 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan 

telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua 

Majelis, serta kode bukti (P.1);  

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402012701200002 atas nama Irgo 

Maulana yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tanggal 29 

Januari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti 

(P.2);  

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0255/017/IX/2019 atas nama 

Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rengat 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Tanggal 13 September 2019. 

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan 
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dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);  

B.  Saksi: 

1.  Meta Meliza binti Pendek, umur 32 tahun, agama Islam,  pekerjaan 

xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI 

HULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;   

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah  pada 

tanggal tahun 2019 di KUA Rengat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 

xxxxxxxx xxxx;   

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon  belum 

dikaruniai anak.; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering 

terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari pengaduan Pemohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena 

Termohon pergi ke Pekanbaru tanpa izin dari Pemohon sejak 

empat tahun yang lalu namun hingga saat ini tidak ada kabar 

Termohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya, walaupun pada 

saat kepergian Termohon tersebut Pemohon sedang berlayar dan 

jarang pulang ke rumah; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

pisah rumah sejak empat tahun yang lalu sampai dengan sekarang 

dan sudah tidak bersatu lagi;   

− Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 
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- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2.  SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dibawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;   

− Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami 

isteri yang sah yang menikah  pada tahun 2019 di KUA Rengat 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;  

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 

belum dikaruniai anak. ; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran  sejak harmonis hanya satu tahun yang 

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 

sejak Empat tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama 

berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

  

− Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan 

pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi yang saksi ketahui  

Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;   

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;   
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− Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan 

Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya 

lebih baik bercerai;   

Kesimpulan 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya 

tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Pemohon;  

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina 

rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh 

karea itu perkara ini harus segera diputuskan;   
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan 

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi 

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan 

sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan; 

Pembuktian  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan alat bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg 

juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri 

Pemohon benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat 

permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai 

cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 

1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 
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Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon 

dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan 

suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg 

juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Rengat 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sejak tanggal 13 September 2019 ; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang 

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon;    

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat 

Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 

1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan 

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan  didengar langsung sebanyak 

3 kali   dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh 
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karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat 

Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 

2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan 

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan  didengar langsung   dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak Desember 2020  rumah tangga Pemohon dan Termohon 

tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon pergi dari tempat 

kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon ; 

2. Bahwa akibatnya  antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 

sejak empat tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula 

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; 

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan 

Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk 

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi 

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah 

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang 

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : 

 

 Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227); 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah 

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Biaya perkara  

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 

maka berdasarkan Surat Penetapan  tentang Pembebasan Biaya Perkara atas 

nama Pemohon, nomor 251/KPA.W4-A2/HK2.6/II/2014 tanggal 01 Februari 

2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan 

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama 

Rengat tanggal 01 Februari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
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Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2024; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada 

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Rengat; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan 

Agama Rengat Tahun Anggaran 2024 ; 

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024  Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 8 Ramadhan 1445  Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti 

sebagai Hakim Ketua, Dra. Murawati, M.A. dan Miftah Hurrahmah, S.H.I 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jefi 

Efrianti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon 

tanpa hadirnya Termohon; 

 

Hakim Anggota 

 

ttd 

Hakim Ketua 

 

ttd 
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Dra. Murawati, M.A. 

 

Dra. Hj. Dewi Warti 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Miftah Hurrahmah, S.H.I 

 

 Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H 

 

 

Perincian Biaya:Nihil 
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